
 

 
 

BUPATI DEIYAI 

PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN BUPATI DEIYAI 

NOMOR  3  TAHUN 2022 

 

TENTANG  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEIYAI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Deiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 

   

Mengingat : 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  

7. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4939); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);   

 

 



12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 6757);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesi Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

43);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia 

Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 5351); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6523);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6279);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);  

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 

2019 Nomor 60); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Deiyai Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Deiyai Tahun 2019 Nomor 3 ); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai 

Tahun 2017 Nomor 09); 

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran 
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan; 

41. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-9 Tahun 2022 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Deiyai Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 

Rp.888.020.799.189,00(Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus 

Enam Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan  

Rupiah), yang bersumber dari : 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp.29.101.669.900,00 (Dua Puluh Sembilan 

Miliar Seratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan 

Ratus Rupiah), yang terdiri atas : 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp.300.000.000,00(Tiga Ratus Juta Rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (Enam Ratus 

Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas : 



a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas 

Penyertaan Modal pada BUMD. 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.139.669.900,00 (Dua Puluh Delapan 

MiliarSeratusTigaPuluhSembilan Juta EnamRatusEnamPuluhSembilan Ribu 

SembilanRatusRupiah), yang terdiriatas : 

a. Jasa Giro; 

b. PenerimaanKomisi, Potongan, atauBentuk Lain; 

c. PendapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaanPekerjaan; 

d. PendapatandariPengembalian; dan 

e. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 

 

Pasal 5 

(1) AnggaranpajakdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(2)direncanakan

sebesarRp.300.000.000,00(TigaRatus  Juta Rupiah). 

(2) Retribusidaerahsebagaimanadimaksud pada Pasal4 ayat(3) 

direncanakansebesarRp.12.000.000,00(DuaBelas Juta Rupiah). 

(3) BagianLaba yang DibagikankepadaPemerintah Daerah (Dividen) 

atasPenyertaan Modal pada BUMDsebagaimanadimaksud pada Pasal 4 ayat 

(4) huruf a direncanakansebesarRp.650.000.000,00(EnamRatus Lima Puluh 

Juta Rupiah), yang terdiriatas : 

(4) Jasa Giro sebagaimanadimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a 

direncanakansebesar Rp.720.000.000,00(TujuhRatusDuaPuluh  Juta Rupiah), 

yang terdiriatas : 

a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan 

b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara. 

(5) PenerimaanKomisi, Potongan, atauBentuk Lain sebagaimanadimaksudpada 

Pasal 4 ayat (5) hurufbdirencanakansebesar Rp.15.503.076.439,00 (Lima 

BelasMiliar Lima RatusTiga Juta 

TujuhPuluhEnamRibuEmpatRatusTigaPuluhSembilan Rupiah). 

(6) PendapatanDendaatasKeterlambatanPelaksanaanPekerjaansebagaimanadima

ksudpada Pasal 4 ayat (5) hurufcdirencanakansebesar Rp.9.276.593.461,00 

(Sembilan MiliarDuaRatusTujuhPuluhEnam Juta Lima RatusSembilan 

PuluhTigaRibuEmpatRatusEnamPuluhSatu  Rupiah). 

(7) PendapatandariPengembaliansebagaimanadimaksudpada Pasal 4 ayat (5) 

hurufddirencanakansebesar Rp.140.000.000,00 (SeratusEmpatPuluh Juta 

Rupiah). 



(8) Pendapatan Dana KapitasiJaminanKesehatan Nasional (JKN) pada 

FasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP)sebagaimanadimaksudpada Pasal 

4 ayat (5) hurufedirencanakansebesarRp.2.500.000.000,00 (DuaMiliar Lima 

Ratus  Juta Rupiah). 

 

Pasal 6 

(1) Jasa Giro pada Kas Daerahsebagaimanadimaksud padaPasal 5ayat (3) huruf 

a direncanakansebesar Rp.700.000.000,00,00(TujuhRatusJuta Rupiah). 

(2) Jasa Giro pada Kas di Bendaharasebagaimanadimaksud padaPasal 5ayat (3) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.20.000.000,00 (DuaPuluhJuta Rupiah), yang 

terdiriatas; 

 

Pasal 7 

(1) Anggaranpendapatan transfer sebagaimanadimaksuddalamPasal 3 huruf b 

direncanakansebesar Rp.830.533.099.289,00 (DelapanRatusTigaPuluhMiliar 

Lima RatusTigaPuluhTiga Juta SembilanPuluhSembilan 

RibuDuaRatusDelapanPuluhSembilan Rupiah), yang terdiriatas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah; 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakansebesar Rp.822.631.692.750,00 

(DelapanRatusDuaPuluhDuaMiliarEnamRatusTigaPuluhSatu Juta 

EnamRatusSembilan PuluhDuaRibuTujuhRatusLima PuluhRupiah), yang 

terdiriatas: 

a. Dana Perimbangan; 

b. Dana Insentif Daerah (DID); 

c. Dana OtonomiKhusus dan Dana TambahannInfrastruktur; dan 

d. Dana Desa. 

(3) PendapatanBagi Hasil Pajaksebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.7.901.406.539,00,00 (TujuhMiliar Sembilan 

RatusSatu Juta EmpatRatusEnamRibu Lima RatusTigaPuluhSembilan Rupiah). 

 

Pasal8 

(1) Dana Perimbangansebagaimanadimaksud pada Pasal7ayat (2) huruf a 

direncanakansebesar Rp.606.416.194.750,00 

(EnamRatusEnamMiliarEmpatRatusEnamBelas Juta Seratus Sembilan 

PuluhEmpatRibuTujuhRatus Lima Puluh Rupiah), yang terdiriatas : 

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); 



b. Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum (DAU); 

c. Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus (DAK) Fisik; dan 

d. Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus (DAK) Non Fisik. 

(2) Dana Insentif Daerah (DID)sebagaimanadimaksud pada Pasal7ayat (2) huruf 

b direncanakansebesarRp.1.186.863.000,00,00 (Satu 

MiliarSeratusDelapanPuluhEnam Juta DelapanRatusEnamPuluhTigaRibu 

Rupiah). 

(3) Dana OtonomiKhusus dan Dana 

TambahannInfrastruktursebagaimanadimaksud pada Pasal7ayat (2) huruf c 

direncanakansebesar Rp.143.358.312.000,00,00 

(SeratusEmpatPuluhTigaMiliarTigaRatusLima PuluhDelapan Juta 

TigaRatusDuabelasRibu Rupiah), yang terdiriatas. 

a. Dana OtonomiKhusus-Provinsi Papua; dan 

b. Dana TambahanInfrastrukturdalamrangkaOtonomiKhususProvinsi Papua. 

(4) Dana Desasebagaimanadimaksud pada Pasal7ayat (2) huruf d 

direncanakansebesar Rp.71.670.323.000,00 (TujuhPuluhSatu 

MiliarEnamRatusTujuhPuluhJutaTigaRatusDuaPuluhTigaRibu Rupiah). 

 

Pasal9 

(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)sebagaimanadimaksud pada 

Pasal8ayat (1) huruf a direncanakansebesar Rp.39.345.650.000,00 

(TigaPuluhSembilan MiliarTigaratusEmpatPuluhLima Juta EnamRatusLima 

PuluhRibuRupiah). 

(2) Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum (DAU)sebagaimanadimaksud pada 

Pasal8ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp.447.601.680.000,00 

(EmpatRatusEmpatPuluhTujuhMiliarEnamRatusSatu Juta 

EnamRatusDelapanPuluhRibuRupiah). 

(3) Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus (DAK) 

Fisiksebagaimanadimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c 

direncanakansebesar Rp.99.138.952.750,00 (Sembilan PuluhSembilan 

MiliarSeratusTigaPuluhDelapan Juta Sembilan RatusLima 

PuluhDuaRibuTujuhRatusLima PuluhRupiah). 

(4) Dana Transfer Khusus-Dana AlokasiKhusus (DAK) Non 

Fisiksebagaimanadimaksud pada Pasal 8 ayat (1) hurufddirencanakansebesar 

Rp.20.329.912.000,00 (DuaPuluhMiliarTigaRatusDuaPuluh Sembilan Juta 

Sembilan RatusDuaBelasRibuRupiah). 

(5) Dana OtonomiKhusus-Provinsi Papua sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 

ayat (3) huruf a direncanakansebesar Rp.134.821.795.000,00 



(SeratusTigaPuluhEmpatMiliarDelapanRatusDuapuluh Satu Juta 

TujuhRatusSembilan PuluhLima Ribu Rupiah). 

(6) Dana TambahanInfrastrukturdalamrangkaOtonomiKhususProvinsi Papua 

sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b direncanakansebesar 

Rp.8.536.517.000,00 (DelapanMiliar Lima RatusTigaPuluhEnam Juta Lima 

RatusTujuhBelasRibu Rupiah). 

 

Pasal10 

(1) Anggaran lain-lain pendapatandaerah yang 

sahsebagaimanadimaksuddalamPasal 3 hurufcdirencanakansebesar 

Rp.28.386.030.000,00 

(DuaPuluhDelapanMiliarTigaRatusDelapanPuluhEnam Juta TigaPuluhRibu 

Rupiah), yang terdiriatas: 

a. Lain-lain PendapatanSesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-

Undangan. 

(2) Lain-lain PendapatanSesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-

Undangansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesar 

Rp.28.386.030.000,00 (DuaPuluhDelapanMiliarTigaRatusDelapanPuluhEnam 

Juta TigaPuluhRibu Rupiah), yang terdiriatas: 

a. PendapatanHibah Dana BOS. 

 

Pasal11 

(5) PendapatanHibah Dana BOS n sebagaimanadimaksud pada Pasal10ayat (2) 

huruf a direncanakansebesar Rp.28.386.030.000,00 

(DuaPuluhDelapanMiliarTigaRatusDelapanPuluhEnam Juta TigaPuluhRibu 

Rupiah). 

 

Pasal12 

Dst (sesuaidengankelompok, jenis, obyek, dan rincianobyekpendapatan). 

 

Pasal13 

Anggaranbelanjadaerahtahunanggaran 

2022direncanakansebesarRp.823.770.799.189,00 

(DelapanratusDuapuluhTigaMiliarTujuhratusTujuhpuluhJuta Tujuhratus Sembilan 

puluh Sembilan RibuSeratusDelapanpuluh Sembilan Rupiah), yang terdiriatas: 

a. Belanjaoperasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanjatidakterduga; dan 



d. Belanja transfer. 

 

Pasal14 

(1) AnggaranbelanjaoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal13hurufadirencana

kansebesarRp.548.988.154.939,00 (Lima RatusEmpatPuluhDelapanMiliar 

Sembilan RatusDelapanPuluhDelapan Juta Seratus Lima PuluhEmpatRibu 

Sembilan RatusTigaPuluh Sembilan Rupiah), yang terdiriatas: 

a. Belanjapegawai; 

b. Belanjabarang dan jasa; 

c. Belanjabunga; 

d. Belanjahibah; dan 

e. Belanjabantuansosial. 

(2) Belanjapegawaisebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp.222.273.126.649,00 

(DuaratusDuaPuluhDuaMiliarDuaRatusTujuhPuluhTiga Juta 

SeratusDuaPuluhEnamRibuEnamRatusEmpatPuluh Sembilan Rupiah). 

(3) Belanjabarang dan jasasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakansebesarRp.242.014.158.294,00 

(DuaRatusEmpatPuluhDuaMiliarEmpatBelas Juta Seratus Lima 

PuluhDelapanRibuDuaRatus Sembilan PuluhEmpat Rupiah). 

(4) Belanjabungasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakansebesarRp.4.000.000.000,00 (EmpatMiliar Rupiah). 

(5) Belanjahibahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakansebesarRp.74.520.869.896,00 (TujuhPuluhEmpatMiliar Lima 

RatusDuaPuluhJuta DelapanRatusEnamPuluhSembilan 

RibuDelapanRatusSembilan PuluhEnam Rupiah). 

(6) Belanjabantuansosialsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruffdirencanakansebesarRp.6.180.000.000,00 

(EnamMiliarSeratusDelapanPuluhJuta Rupiah). 

Pasal 15 

(1) AnggaranbelanjapegawaisebagaimanadimaksuddalamPasal14ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp.222.273.126.649,00 

(DuaRatusDuaPuluhDuaMiliarDuaRatusTujuhPuluhTiga Juta 

SeratusDuaPuluhEnamRibuEnamRatusEmpatPuluh SembilanRupiah), yang 

terdiriatas : 

a. BelanjaGaji dan Tunjangan ASN;  

b. BelanjaTambahanPenghasilan ASN; 

c. TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektifLainnya ASN; 



d. BelanjaGaji dan Tunjangan DPRD; 

e. BelanjaGaji dan Tunjangan KDH/WKDH; 

f. BelanjaPenerimaanLainnyaPimpinan DPRD serta KDH/WKDH. 

(2) BelanjaGaji dan tunjanganASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar 

Rp.116.638.147.422,00(SeratusEnamBelasMiliarEnamRatusTigaPuluhDelapan 

Juta SeratusEmpatPuluhTujuhRibuEmpatRatusDuaPuluhDuaRupiah). 

(3) TambahanPenghasilan ASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.94.581.292.676,00 (Sembilan 

PuluhEmpatMiliar Lima RatusDelapanPuluhSatu Juta DuaRatusSembilan 

PuluhDuaRibuEnamRatusTujuhPuluhEnamRupiah). 

(4) TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektifLainnya ASN 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesarRp.3.861.568.000,00 

(TigaMiliarDelapanratusEnampuluh Satu Juta Lima 

ratusEnampuluhDelapanRibu Rupiah). 

(5) BelanjaGaji dan Tunjangan DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufddirencanakansebesar Rp.6.811.736.520,00 

(EnamMiliarDelapanRatusSebelas Juta TujuhRatusTigaPuluhEnamRibu Lima 

RatusDuaPuluhRupiah). 

(6) BelanjaGaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakansebesar Rp.178.782.031,00 (SeratusTujuhpuluhDelapan 

Juta TujuhratusDelapanpuluhDuaRibuTigapuluh Satu Rupiah). 

(7) BelanjaPenerimaanLainnyaPimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakansebesarRp. 

201.600.000,00 (DuaRatus Satu Juta EnamRatusRibu Rupiah). 

 

Pasal 16 

(1) BelanjaGaji dan Tunjangan ASN sebagaimanadimaksuddalamPasal 15ayat (1) 

huruf a direncanakansebesar 

Rp.116.638.147.422,00(SeratusEnambelasMiliarEnamratusTigapuluhDelapan 

Juta SeratusEmpatpuluhTujuhRibuEmpatratusDuapuluhDuaRupiah), yang 

terdiriatas : 

a. GajipokokASN; 

b. BelanjaTunjanganKeluarga ASN; 

c. BelanjaTunjanganJabatan ASN; 

d. BelanjaTunjanganFungsional ASN; 

e. BelanjaTunjanganFungsionalUmum ASN; 



f. BelanjaTunjanganBeras ASN; 

g. BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhusus ASN; 

h. BelanjaPembulatanGaji ASN; 

i. BelanjaIuranJaminanKesehatan ASN; 

j. BelanjaIuranJaminanKecelakaanKerja ASN; 

k. BelanjaIuranJaminanKematian ASN; dan 

l. BelanjaTunjanganKhusus; 

(2) Gajipokok ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.76.214.953.669,00 

(TujuhpuluhEnamMiliarDuaratusEmpatbelas Juta Sembilan ratus Lima 

puluhTigaRibuEnamratusEnampuluh Sembilan Rupiah). 

(3) BelanjaTunjanganKeluarga ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakansebesar Rp.7.260.746.350,00 (TujuhMiliarDuaRatusEnamPuluh  

JutaTujuhRatusEmpatPuluhEnamRibuTigaRatus Lima PuluhRupiah). 

(4) BelanjaTunjanganJabatan ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakansebesar Rp.2.858.995.798,00 (DuaMiliarDelapanRatusLima 

PuluhDelapan Juta Sembilan RatusSembilan PuluhLima 

RibuTujuhRatusSembilan PuluhDelapan Rupiah). 

(5) BelanjaTunjanganFungsional ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakansebesar Rp.1.764.650.278,00(Satu 

MiliarTujuhRatusEnamPuluhEmpat Juta EnamRatusLima 

PuluhRibuDuaRatusTujuhPuluhDelapan Rupiah). 

(6) BelanjaTunjanganFungsionalUmum ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakansebesarRp. 

4.235.421.575,00(EmpatMiliarDuaRatusTigaPuluhLima Juta 

EmpatRatusDuaPuluhSatu Ribu Lima RatusTujuhPuluhLima Rupiah). 

(7) BelanjaTunjanganBeras ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakansebesar Rp.8.935.503.448,00 (DelapanMiliar Sembilan 

RatusTigaPuluhLima Juta Lima RatusTigaRibuEmpatRatusEmpatPuluhDelapan 

Rupiah).  

(8) BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhusus ASN sebagimanadimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakansebesar 

Rp.244.410.670,00(DuaRatusEmpatPuluhEmpat Juta 

EmpatRatusSepuluhRibuEnamRatusTujuhPuluhRupiah). 

(9) BelanjaPembulatanGaji ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakansebesar Rp.1.359.230,00 (Satu Juta TigaRatusLima 

PuluhSembilan RibuDuaRatusTigaPuluhRupiah). 



(10) BelanjaIuranJaminanKesehatan ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufidirencanakansebesar Rp.3.647.119.024,00 

(TigaMiliarEnamRatusEmpatPuluhTujuh Juta Seratus 

SembilanBelasRibuDuapuluhEmpatRupiah). 

(11) BelanjaIuranJaminanKecelakaanKerja ASN sebagimanadimaksud pada 

ayat (1) huruf j direncanakansebesar Rp.177.802.431,00 

(SeratusTujuhPuluhTujuh Juta 

DelapanRatusDuaRibuEmpatRatusTigaPuluhSatu Rupiah). 

(12) BelanjaIuranJaminanKematian ASN sebagimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakansebesar Rp.548.742.611,00(Lima 

RatusEmpatPuluhDelapan Juta 

TujuhRatusEmpatPuluhDuaRibuEnamRatusSebelas). 

(13) BelanjaTunjanganKhusussebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf l 

direncanakansebesar 

Rp.10.748.442.338,00(SepuluhMiliarTujuhRatusEmpatPuluhDelapan Juta 

EmpatRatusEmpatPuluhDuaRibuTigaRatusTigaPuluhDelapanRupiah). 

(14) BelanjaTambahanPenghasilan ASNsebagaimanadimaksuddalamPasal 

15ayat (1) hurufbdirencanakansebesar Rp.94.581.292.676,00 (Sembilan 

PuluhEmpatMiliar Lima RatusDelapanPuluh Satu Juta DuaRatus Sembilan 

PuluhDuaRibuEnamRatusTujuhPuluhEnam Rupiah), yang terdiriatas : 

a. TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja ASN; 

b. TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas ASN; 

c. TambahanPenghasilanberdasarkanKelangkaanProfesi ASN. 

(15) TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja ASN sebagimanadimaksud 

pada ayat (14) huruf a direncanakansebesar Rp.90.943.500.000,00 (Sembilan 

PuluhMiliar Sembilan RatusEmpatPuluhTiga Juta Lima RatusRibu Rupiah). 

(16) TambahanPenghasilanberdasarkanTempatBertugas ASN 

sebagimanadimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakansebesar 

Rp.3.214.792.676,00 (TigaMiliarDuaRatusEmpatBelas Juta TujuhRatus 

Sembilan PuluhDuaRibuEnamRatusTujuhPuluhEnam Rupiah). 

(17) TambahanPenghasilanberdasarkanKelangkaanProfesi ASN 

sebagimanadimaksud pada ayat (14) hurufcdirencanakansebesar 

Rp.423.000.000,00 (EmpatRatusDuaPuluhTiga Juta Rupiah). 

(18) TambahanPenghasilanberdasarkanPertimbanganObjektifLainnya ASN 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat (1) huruf c direncanakansebesar 

Rp.3.861.568.000,00 (TigaMiliarDelapanRatusEnamPuluh Satu Juta Lima 

RatusEnamPuluhDelapanRibu Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaTunjanganProfesi Guru (TPG) PNSD; 



b. BelanjaTunjanganKhusus Guru (TKG) PNSD; 

c. BelanjaTambahanPenghasilan (Tamsil) Guru PNSD; 

d. Belanja Honorarium. 

(19) BelanjaTunjanganProfesi Guru (TPG) PNSD sebagimanadimaksud pada 

ayat (18) huruf a direncanakansebesar Rp.2.408.712.000,00 

(DuaMiliarEmpatRatusDelapan Juta TujuhRatusDuaBelasRibuRupiah). 

(20) BelanjaTunjanganKhusus Guru (TKG) PNSD sebagimanadimaksud pada 

ayat (18) huruf b direncanakansebesar 

Rp.260.686.000,00(DuaRatusEnamPuluh Juta 

EnamRatusDelapanPuluhEnamRibu Rupiah). 

(21) BelanjaTambahanPenghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagimanadimaksud 

pada ayat (18) huruf c direncanakansebesar Rp.285.000.000,00 

(DuaRatusDelapanPuluh Lima Juta Rupiah). 

(22) Belanja Honorarium sebagimanadimaksud pada ayat (18) huruf d 

direncanakansebesar Rp.907.170.000,00 (Sembilan RatusTujuh Juta 

SeratusTujuhPuluhRibu Rupiah). 

(23) BelanjaGaji dan Tunjangan DPRD sebagaimanadimaksuddalamPasal 15 

ayat (1) huruf d direncanakansebesar Rp.6.811.736.520,00 

(EnamMiliarDelapanRatusSebelas Juta TujuhRatusTigaPuluhEnamRibu Lima 

RatusDuaPuluh Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaUangRepresentasi DPRD; 

b. BelanjaTunjanganKeluarga DPRD; 

c. BelanjaTunjanganBeras DPRD; 

d. BelanjaUangPaket DPRD; 

e. BelanjaTunjanganJabatan DPRD; 

f. BelanjaTunjanganAlatKelengkapan DPRD; 

g. BelanjaTunjanganAlatKelengkapanLainnya DPRD; 

h. BelanjaTunjanganKomunikasiIntensifPimpinan dan Anggota DPRD; 

i. BelanjaTunjangan Reses DPRD; 

j. BelanjaPembebananPPhkepadaPimpinan dan Anggota DPRD; 

k. BelanjaTunjanganKesejahteraanPimpinan dan Anggota DPRD; 

l. BelanjaTunjanganTransportasi DPRD. 

(24) BelanjaUangRepresentasi DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf 

a direncanakansebesar Rp.386.820.000,00 (TigaRatusDelapanPuluhEnam 

Juta DelapanRatusDuaPuluhRibu Rupiah). 

(25) BelanjaTunjanganKeluarga DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) 

huruf b direncanakansebesar Rp.58.023.000,00 (Lima PuluhDelapan Juta 

DuaPuluhTigaRibu Rupiah). 



(26) BelanjaTunjanganBeras DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf c 

direncanakansebesar Rp.144.000.000,00 (SeratusEmpatPuluhEmpat Juta 

Rupiah). 

(27) BelanjaUangPaket DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf d 

direncanakansebesar Rp.38.682.000,00 (TigaPuluhDelapan Juta 

EnamRatusDelapanPuluhDuaRibu Rupiah). 

(28) BelanjaTunjanganJabatan DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) 

huruf e direncanakansebesar Rp.560.889.000,00 (Lima RatusEnamPuluh Juta 

DelapanRatusDelapanPuluh Sembilan Ribu Rupiah). 

(29) BelanjaTunjanganAlatKelengkapan DPRD sebagimanadimaksud pada ayat 

(23) huruf f direncanakansebesar Rp.48.232.800,00 (EmpatPuluhDelapan Juta 

DuaRatusTigaPuluhDuaRibuDelapanRatus Rupiah). 

(30) BelanjaTunjanganAlatKelengkapanLainnya DPRD sebagimanadimaksud 

pada ayat (23) huruf g direncanakansebesar Rp.6.029.100,00 (Enam Juta 

DuaPuluh Sembilan RibuSeratus Rupiah). 

(31) BelanjaTunjanganKomunikasiIntensifPimpinan dan Anggota DPRD 

sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf h direncanakansebesar 

Rp.2.016.000.000,00 (DuaMiliarEnambelas Juta Rupiah). 

(32) BelanjaTunjangan Reses DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) 

hurufidirencanakansebesar Rp.819.000.000,00 (DelapanRatus Sembilan Belas 

Juta Rupiah). 

(33) BelanjaPembebananPPhkepadaPimpinan dan Anggota DPRD 

sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf j direncanakansebesar 

Rp.259.290.960,00 (DuaRatus Lima Puluh Sembilan Juta 

DuaRatusSembilanpuluhRibu Sembilan RatusEnamPuluh  Rupiah). 

(34) BelanjaTunjanganKesejahteraanPimpinan dan Anggota DPRD 

sebagimanadimaksud pada ayat (23) huruf k direncanakansebesar 

Rp.1.699.569.660,00 (Satu MiliarEnamRatus Sembilan Puluh Sembilan Juta 

Lima RatusEnamPuluh Sembilan RibuEnamRatusEnamPuluh Rupiah). 

(35) BelanjaTunjanganTransportasi DPRD sebagimanadimaksud pada ayat (23) 

huruf k direncanakansebesar Rp.775.200.000,00 (TujuhRatusTujuhPuluh Lima 

Juta DuaRatusRibu Rupiah). 

(36) BelanjaGaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimanadimaksuddalamPasal 

15 ayat (1) hurufedirencanakansebesar Rp.178.782.031,00 

(SeratusTujuhPuluhDelapan Juta TujuhRatusDelapanPuluhDuaRibuTigaPuluh 

Satu Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaGajiPokok KDH/WKDH 

b. BelanjaTunjanganKeluarga KDH/WKDH; 



c. BelanjaTunjanganJabatan KDH/WKDH; 

d. BelanjaTunjanganBeras KDH/WKDH; 

e. BelanjaTunjanganPPh/TunjanganKhusus KDH/WKDH; 

f. BelanjaPembulatanGaji KDH/WKDH; 

g. BelanjaIuranJaminanKesehatanbagi KDH/WKDH; 

h. BelanjaIuranJaminanKecelakaanKerja KDH/WKDH; 

i. BelanjaIuranJaminanKematian KDH/WKDH. 

(37) BelanjaGajiPokok KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat (36) huruf 

a direncanakansebesar Rp.55.380.000,00 (Lima PuluhLima Juta 

TigaRatusDelapanPuluhRibuRupiah). 

(38) BelanjaTunjanganKeluarga KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat 

(36) hurufbdirencanakansebesar Rp.4.174.800,00 (Empat Juta 

SeratusTujuhPuluhEmpatRibuDelapanRatus Rupiah). 

(39) BelanjaTunjanganJabatan KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat 

(36) huruf c direncanakansebesar Rp.99.684.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan 

Juta EnamRatusDelapanPuluhEmpatRibu Rupiah). 

(40) BelanjaTunjanganBeras KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat (36) 

hurufddirencanakansebesar Rp.7.623.390,00 (Tujuh Juta 

EnamRatusDuaPuluhTigaRibuTigaRatus SembilanPuluh Rupiah). 

(41) BelanjaTunjanganBeras KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat (36) 

hurufedirencanakansebesar Rp.1.909.809,00 (Satu Juta SembilanRatus 

Sembilan RibuDelapanRatus Sembilan Rupiah). 

(42) BelanjaPembulatanGaji KDH/WKDH sebagimanadimaksud pada ayat (36) 

huruf f direncanakansebesar 

Rp.80.832(DelapanPuluhRibuDelapanRatusTigaPuluhDuaRupiah). 

(43) BelanjaIuranJaminanKesehatanbagi KDH/WKDHsebagimanadimaksud 

pada ayat (36) hurufgdirencanakansebesar Rp.5.472.432,00 (Lima Juta 

EmpatRatusTujuhPuluhDuaRibuEmpatRatusTigaPuluhDuaRupiah). 

(44) BelanjaIuranJaminanKecelakaanKerja KDH/WKDHsebagimanadimaksud 

pada ayat (36) hurufhdirencanakansebesar Rp.2.114.192,00 (Dua Juta 

SeratusEmpatBelasRibuSeratus SembilanPuluhDuaRupiah). 

(45) BelanjaIuranJaminanKematian KDH/WKDHsebagimanadimaksud pada 

ayat (36) hurufhdirencanakansebesar Rp.2.342.576,00 (Dua Juta 

TigaRatusEmpatPuluhDuaRibu LimaRatusTujuhPuluhEnamRupiah). 

(46) BelanjaPenerimaanLainnyaPimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat (1) huruf f direncanakansebesar 

Rp.201.600.000,00 (DuaRatus Satu Juta EnamRatusRibu Rupiah), yang 

terdiriatas : 



a. TambahanPenghasilanberdasarkan Beban Kerja ASN; 

(47) Belanja Dana OperasionalPimpinan DPRD sebagimanadimaksud pada ayat 

(46) huruf a direncanakansebesar Rp.201.600.000,00 (Duaratus Satu Juta 

EnamratusRibuRupiah). 

Pasal 17 

(1) AnggaranBelanjaBarang dan JasasebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat 

(1) huruf b direncanakansebesar Rp.242.014.158.294,00 

(DuaRatusEmpatPuluhDuaMiliarEmpatBelas Juta Seratus Lima 

PuluhDelapanRibuDuaRatus Sembilan PuluhEmpat Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaBarang;  

b. BelanjaJasa 

c. BelanjaPemeliharaan; 

d. BelanaPerjalananDinas; 

e. BelanjaUang dan/atauJasauntukDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak 

Lain/Masyarakat; 

f. BelanjaBarang dan Jasa BOS. 

(2) BelanjaBarangsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.67.711.305.310,00 

(EnamPuluhTujuhMiliarTujuhrAtusSebelas Juta TigaRatus Lima 

RibuTigaRatusSepuluh Rupiah). 

(3) BelanjaJasasebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufbdirencanakansebesar 

Rp.75.442.053.000,00 (TujuhPuluh Lima MiliarEmpatRatusEmpatPuluhDua 

Juta LimaPuluhTigaRibu Rupiah). 

(4) BelanjaPemeliharaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesar Rp.35.544.086.000,00 (TigaPuluh Lima Miliar 

LimaRatusEmpatPuluhEmpat Juta DelapanPuluhEnamRibuRupiah). 

(5) BelanaPerjalananDinassebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufddirencanakansebesar Rp.53.704.814.000,00 

(LimaPuluhTigaMiliarTujuhRatusEmpat Juta 

DelapanRatusEmpatBelasRibuRupiah). 

(6) BelanjaUang dan/atauJasauntukDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak 

Lain/Masyarakatsebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufe 

direncanakansebesar Rp.9.491.899.984,00 (Sembilan MiliarEmpatRatus 

SembilanPuluh Satu Juta DelapanRatus SembilanPuluh Sembilan Ribu 

SembilanRatusDelapanPuluhEmpatRupiah). 

(7) BelanjaBarang dan Jasa BOSsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruffdirencanakansebesar Rp.120.000.000,00 (SeratusDuaPuluh  

JutaRupiah). 



 

Pasal 18 

(1) BelanjaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp. 67.711.305.310,00 

(EnamPuluhTujuhMiliarTujuhrAtusSebelas Juta TigaRatus Lima 

RibuTigaRatusSepuluh Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaBarangPakaiHabis; 

(2) BelanjaBarangPakaiHabissebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.67.711.305.310,00 

(EnamPuluhTujuhMiliarTujuhrAtusSebelas Juta TigaRatus Lima 

RibuTigaRatusSepuluh Rupiah). 

(3) BelanjaJasasebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf b 

direncanakansebesar Rp.67.711.305.310,00 

(EnamPuluhTujuhMiliarTujuhrAtusSebelas Juta TigaRatus Lima 

RibuTigaRatusSepuluh Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaJasa Kantor; 

b. BelanjaIuranJaminan/Asuransi; 

c. BelanjaSewaPeralatan dan Mesin; 

d. BelanjaSewa Gedung dan Bangunan; 

e. BelanjaJasaKonsultansiKonstruksi; 

f. BelanjaJasaKonsultansi Non Konstruksi; 

g. BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi, BimbinganTeknisserta Pendidikan 

dan Pelatihan. 

(4) BelanjaJasa Kantor sebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf a 

direncanakansebesar Rp.60.655.558.000,00 (EnamPuluhMiliarEnamRatus 

Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima PuluhDelapanRibu Rupiah). 

(5) BelanjaIuranJaminan/Asuransisebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf b 

direncanakansebesar Rp.2.000.000.000,00 (DuaMiliar Rupiah). 

(6) BelanjaSewaPeralatan dan Mesinsebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf c 

direncanakansebesar Rp.8.476.995.000,00 

(DelapanMiliarEmpatRatusTujuhPuluhEnam Juta Sembilan Ratus Sembilan 

Puluh Lima RibuRupiah). 

(7) BelanjaSewa Gedung dan Bangunansebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf 

d direncanakansebesar Rp.774.500.000,00 00 (TujuhRatusTujuhPuluhEmpat 

Juta Lima RatusRibu Rupiah). 

(8) BelanjaJasaKonsultansiKonstruksisebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf e 

direncanakansebesar Rp.1.835.000.000,00 (Satu 

MiliarDelapanRatusTigaPuluh Lima Juta Rupiah). 



(9) BelanjaJasaKonsultansi Non Konstruksisebagimanadimaksud pada ayat (3) 

huruf f direncanakansebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu MiliarDuaRatus  Juta 

Rupiah). 

(10) BelanjaKursus/Pelatihan, Sosialisasi, BimbinganTeknisserta Pendidikan 

dan Pelatihansebagimanadimaksud pada ayat (3) huruf g 

direncanakansebesarRp.500.000.000,00 (Lima Ratus  Juta Rupiah). 

(11) BelanjaPemeliharaansebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf c 

direncanakansebesar Rp.35.544.086.000,00 (TigaPuluh Lima Miliar Lima 

RatusEmpatPuluhEmpat Juta DelapanpuluhEnamRibu Rupiah), yang 

terdiriatas : 

a. BelanjaPemeliharaanPeralatan dan Mesin; 

b. BelanjaPemeliharaan Gedung dan Bangunan; 

c. BelanjaPemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi. 

(12) BelanjaPemeliharaanPeralatan dan Mesinsebagimanadimaksud pada ayat 

(11) huruf a direncanakansebesar Rp.977.180.000,00 (Sembilan 

RatusTujuhPuluhTujuh Juta SeratusDelapanPuluhRibu Rupiah). 

(13) BelanjaPemeliharaan Gedung dan Bangunansebagimanadimaksud pada 

ayat (11) huruf b direncanakansebesar Rp.3.556.037.000,00 (TigaMiliar Lima 

Ratus Lima PuluhEnam Juta TigaPuluhTujuhRibu Rupiah). 

(14) BelanjaPemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasisebagimanadimaksud 

pada ayat (11) huruf c direncanakansebesar Rp.31.010.869.000,00 (TigaPuluh 

Satu MiliarSepuluh Juta DelapanRatusEnamPuluh Sembilan Ribu Rupiah). 

(15) BelanaPerjalananDinassebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf 

d direncanakansebesar Rp.53.704.814.000,00 (Lima 

PuluhTigaMiliarTujuhRatusEmpat Juta DelapanRatusEmpatbelasRibu Rupiah), 

yang terdiriatas : 

a. BelanjaPerjalananDinasDalam Negeri. 

(16) BelanjaPerjalananDinasDalam Negeri sebagimanadimaksud pada ayat (15) 

huruf a direncanakansebesar Rp.53.704.814.000,00 (Lima 

PuluhTigaMiliarTujuhRatusEmpat Juta DelapanRatusEmpatBelasRibuRupiah). 

(17) BelanjaUang dan/atauJasauntukDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf e 

direncanakansebesar Rp.9.491.899.984,00 (Sembilan MiliarEmpatRatus 

Sembilan Puluh Satu Juta DelapanRatus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 

Sembilan RatusDelapanPuluhEmpatRibu Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaJasa yang DiberikankepadaPihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

(18) BelanjaJasa yang DiberikankepadaPihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat 

Negeri sebagimanadimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakansebesar 



Rp.9.491.899.984,00 (Sembilan MiliarEmpatRatus Sembilan Puluh Satu Juta 

DelapanRatus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan 

RatusDelapanPuluhEmpatRibu Rupiah). 

(19) BelanjaUang dan/atauJasauntukDiberikankepadaPihakKetiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebagaimanadimaksuddalamPasal 17 ayat (1) huruf f 

direncanakansebesar Rp.120.000.000,00 (SeratusDuapuluh  JutaRupiah). 

 

Pasal 19 

(1) Belanja BungasebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesar Rp.4.000.000.000,00 (EmpatMiliar Rupiah), yang 

terdiriatas: 

a. Belanja Bunga Utang Pinjamankepada Lembaga Keuangan Bank (LKB). 

(2) Belanja Bunga Utang Pinjamankepada Lembaga Keuangan Bank 

(LKB)sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp.4.000.000.000,00 (EmpatMiliar Rupiah). 

 

Pasal20 

(1) Belanja Bunga Utang Pinjamankepada Lembaga Keuangan Bank 

(LKB)sebagaimanadimaksuddalamPasal 19ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.4.000.000.000,00 (EmpatMiliar Rupiah), yang 

terdiriatas : 

a. Belanja Bunga Utang Pinjamankepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-

BUMD-JangkaPendek. 

(2) Belanja Bunga Utang Pinjamankepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-

BUMD-JangkaPendeksebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.4.000.000.000,00 (EmpatMiliar Rupiah). 

 

Pasal21 

(1) BelanjaHibahsebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1) 

hurufddirencanakansebesar Rp.74.520.869.996,00 (TujuhPuluhEmpatMiliar 

LimaRatusDuaPuluh  JutaDelapanRatusEnamPuluh Sembilan Ribu 

SembilanRatus SembilanPuluhEnamRupiah), yang terdiriatas: 

a. BelanjaHibahkepada Badan, Lembaga, OrganisasiKemasyarakatan yang 

BerbadanHukum Indonesia; 

b. BelanjaHibah Dana BOS; 

c. BelanjaHibahBantuanKeuangankepadaPartaiPolitik. 

(2) BelanjaHibahkepada Badan, Lembaga, OrganisasiKemasyarakatan yang 

BerbadanHukum Indonesiasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 



direncanakansebesarRp.46.156.000.000,00 (EmpatPuluhEnamMiliarSeratus 

LimaPuluhEnam Juta Rupiah). 

(3) BelanjaHibah Dana BOSsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesarRp.28.264.870.000,00 

(DuaPuluhDelapanMiliarDuaRatusEnamPuluhEmpat Juta 

DelapanRatusTujuhPuluhRibuRupiah). 

(4) BelanjaHibahBantuanKeuangankepadaPartaiPolitiksebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) hurufbdirencanakansebesarRp.99.999.996,00 00 

(SembilanPuluh Sembilan Juta SembilanRatus SembilanPuluh Sembilan Ribu 

SembilanRatus SembilanPuluhEnamRupiah). 

 

Pasal22 

(1) BelanjaHibahkepada Badan, Lembaga, OrganisasiKemasyarakatan yang 

BerbadanHukum IndonesiasebagaimanadimaksuddalamPasal21ayat (1) huruf 

a direncanakansebesar Rp.46.156.000.000,00 (EmpatPuluhEnamMiliarSeratus 

LimaPuluhEnam Juta Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga yang BersifatNirlaba, Sukarela 

dan Sosial yang DibentukBerdasarkanPeraturanPerundang-Undangan; 

b. BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial 

yang TelahMemiliki Surat KeteranganTerdaftar; 

c. BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 

SukarelaBersifatSosialKemasyarakatan. 

(2) BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga yang BersifatNirlaba, Sukarela dan 

Sosial yang DibentukBerdasarkanPeraturanPerundang-

Undangsebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesar 

Rp.30.856.000.000,00 (TigaPuluhMiliarDelapanRatus LimaPuluhEnam Juta 

Rupiah). 

(3) BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

TelahMemiliki Surat KeteranganTerdaftarsebagimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.4.650.000.000,00 (EmpatMiliarEnamRatus 

LimaPuluh Juta Rupiah). 

(4) BelanjaHibahkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, 

SukarelaBersifatSosialKemasyarakatansebagimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesar Rp.10.650.000.000,00 (SepuluhMiliarEnamRatus 

LimaPuluh  JutaRupiah). 

(5) BelanjaHibah Dana BOSsebagaimanadimaksuddalamPasal21ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.28.264.870.000,00 



(DuaPuluhDelapanMiliarDuaRatusEnamPuluhEmpat Juta 

DelapanRatusTujuhPuluhRibuRupiah), yang terdiriatas: 

a. BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri; 

b. BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh SatdikdasSwasta; 

c. BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh SatdikmenSwasta. 

(6) BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas 

Negerisebagimanadimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakansebesar 

Rp.10.491.760.000,00 (SepuluhMiliarEmpatRatus SembilanPuluh Satu Juta 

TujuhRatusEnamPuluhRibuRupiah). 

(7) BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh 

SatdikdasSwastasebagimanadimaksud pada ayat (5) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.17.496.350.000,00 

(TujuhBelasMiliarEmpatRatus SembilanPuluhEnam Juta TigaRatus 

LimaPuluhRibuRupiah). 

(8) BelanjaHibahUang Dana BOS yang Diterima oleh 

SatdikmenSwastasebagimanadimaksud pada ayat (5) 

hurufcdirencanakansebesar Rp.276.760.000,00 (DuaRatusTujuhPuluhEnam 

Juta TujuhRatusEnamPuluhRibuRupiah). 

(9) BelanjaHibahBantuanKeuangankepadaPartaiPolitiksebagaimanadimaksuddal

amPasal21ayat (1) hurufcdirencanakansebesar Rp.99.999.996,00 00 

(SembilanPuluh Sembilan Juta SembilanRatus SembilanPuluh Sembilan Ribu 

SembilanRatus SembilanPuluhEnamRupiah). 

 

Pasal23 

(1) BelanjaBantuanSosialsebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (1) 

hurufedirencanakansebesar Rp.6.180.000.000,00 

(EnamMiliarSeratusDelapanPuluh  Juta Rupiah), yang terdiriatas: 

a. BelanjaBantuanSosialkepadaIndividu; 

b. BelanjaBantuanSosialkepadaKelompok Masyarakat. 

(2) BelanjaBantuanSosialkepadaIndividusebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakansebesarRp.3.950.000.000,00 (TigaMiliar SembilanRatus 

LimaPuluh Juta Rupiah). 

(3) BelanjaBantuanSosialkepadaKelompok Masyarakatsebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) hurufbdirencanakansebesarRp.2.230.000.000,00 

(DuaMiliarDuaRatusTigaPuluh Juta Rupiah). 

 

 

 



 

Pasal24 

(1) BelanjaBantuanSosialkepadaIndividusebagaimanadimaksuddalamPasal23aya

t (1) huruf a direncanakansebesar Rp.3.950.000.000,00 (TigaMiliar 

SembilanRatus LimaPuluh Juta Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaBantuanSosialUang yang direncanakankepadaIndividu. 

(2) BelanjaBantuanSosialUang yang 

direncanakankepadaIndividusebagimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesar Rp.3.950.000.000,00 (TigaMiliar SembilanRatus 

LimaPuluh Juta Rupiah). 

(3) BelanjaBantuanSosialkepadaKelompok 

MasyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal23ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp.2.230.000.000,00 (DuaMiliarDuaRatusTigaPuluh Juta 

Rupiah), yang terdiriatas : 

a. BelanjaBantuanSosialUang yang 

direncanakankepadaKelompokMasyarakat; 

b. BelanjaBantuanSosialBarang yang DirencanakankepadaKelompok 

Masyarakat. 

(4) BelanjaBantuanSosialUang yang 

direncanakankepadaKelompokMasyarakatsebagimanadimaksud pada ayat (3) 

huruf a direncanakansebesar Rp.1.730.000.000,00 (Satu 

MiliarTujuhRatusTigaPuluh Juta Rupiah). 

(5) BelanjaBantuanSosialBarang yang DirencanakankepadaKelompok 

Masyarakatsebagimanadimaksud pada ayat (3) hurufbdirencanakansebesar 

Rp.500.000.000,00 (LimasRatus Juta Rupiah). 

 

Pasal25 

(1) AnggaranBelanja ModalsebagaimanadimaksuddalamPasal 

13hurufbdirencanakansebesar Rp.152.472.837.650,00 (Seratus 

LimaPuluhDuaMiliarEmpatRatusTujuhPuluhDua Juta 

DelapanRatusTigaPuluhTujuhRibuEnamRatus LimaPuluhRupiah), yang 

terdiriatas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 

d. Belanja Modal AsetTetapLainnya; 



(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesinsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakansebesar Rp.23.906.908.900,00 (DuaPuluhTigaMiliar 

SembilanRatusEnam Juta SembilanRatusDelapanRibu SembilanRatusRupiah). 

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.56.458.999.650,00 

(LimaPuluhEnamMiliarEmpatRatus LimaPuluhDelapan Juta SembilanRatus 

SembilanPuluh Sembilan RibuEnamRatus LimaPuluhRupiah). 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasisebagaimanadimaksud pada ayat 

(1) hurufcdirencanakansebesar Rp.71.407.828.000,00 (TujuhPuluh Satu 

MiliarEmpatRatusTujuh Juta DelapanRatusDuaPuluhDelapanRibuRupiah). 

(5) Belanja Modal AsetTetapLainnyasebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufddirencanakansebesar Rp.699.101.100,00 (EnamRatus SembilanPuluh 

Sembilan Juta Seratus Satu RibuSeratusRupiah). 

 

Pasal26 

(1) Belanja Modal Peralatan dan MesinsebagaimanadimaksuddalamPasal25ayat 

(1) hurufadirencanakansebesarRp.23.906.908.900,00 (DuaPuluhTigaMiliar 

SembilanRatusEnam Juta SembilanRatusDelapanRibu SembilanRatusRupiah), 

yang terdiriatas: 

a. Belanja Modal AlatAngkutan; 

b. Belanja Modal AlatPertanian; 

c. Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTangga; 

d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; 

e. Belanja Modal AlatKedokteran dan Kesehatan; 

f. Belanja Modal AlatLaboratorium; 

g. Belanja Modal Komputer 

(2) Belanja Modal AlatAngkutanIndividusebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakansebesarRp.7.046.646.000,00 

(TujuhMiliarEmpatPuluhEnam Juta EnamRatusEmpatPuluhEnamRibuRupiah). 

(3) Belanja Modal AlatPertaniansebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesarRp.1.636.750.000,00 (Satu 

MiliarEnamRatusTigaPuluhEnam Juta TujuhRatus LimaPuluhRibuRupiah). 

(4) Belanja Modal Alat Kantor dan RumahTanggasebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) hurufcdirencanakansebesarRp.798.710.400,00 (TujuhRatus 

SembilanPuluhDelapan Juta TujuhRatusSepuluhRibuEmpatRatusRupiah). 

(5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancarsebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) hurufddirencanakansebesarRp.34.827.200,00(TigaPuluhEmpat 

Juta DelapanRatusDuaPuluhTujuhRibuDuaRatusRupiah). 



(6) Belanja Modal AlatKedokteran dan Kesehatansebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) hurufedirencanakansebesarRp.11.139.206.000,00 

(SebelasMiliarSeratusTigaPuluh Sembilan Juta DuaRatusEnamRibuRupiah). 

(7) Belanja Modal AlatLaboratoriumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

huruffdirencanakansebesarRp.555.800.000,00 (LimaRatus LimaPuluh Lima 

Juta DelapanRatusRibuRupiah). 

(8) Belanja Modal Komputersebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufgdirencanakansebesarRp.2.694.969.300,00 (DuaMiliarEnamRatus 

SembilanPuluhEmpat Juta SembilanRatusEnamPuluh Sembilan 

RibuTigaRatusRupiah). 

 

 

Pasal27 

(1) BelanjaBelanja Modal Gedung dan 

BangunansebagaimanadimaksuddalamPasal25ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesar Rp.56,458,999,650.00 

(LimaPuluhEnamMiliarEmpaTratus LimaPuluhDelapan Juta SembilanRatus 

SembilanPuluh Sembilan RibuEnamRatus LimaPuluhRupiah), yang terdiriatas: 

a. Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerja; 

b. Belanja Modal Bangunan Gedung TempatTinggal. 

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerjasebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakansebesarRp.7.046.646.000,00 (TigaPuluh 

Sembilan Miliar LimaPuluhTujuh Juta Seratus SembilanBelasRibuEnamRatus 

LimaPuluhRupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung TempatTinggalsebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) hurufbdirencanakansebesarRp.17,401,880,000.00 

(TujuhBelasMiliarEmpatRatus Satu Juta 

DelapanRatusDelapanPuluhRibuRupiah). 

 

Pasal28 

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

IrigasisebagaimanadimaksuddalamPasal25ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesar Rp.71,407,828,000.00 (TujuhPuluh Satu 

MiliarEmpatRatusTujuh Juta DelapanRatusDuaPuluhDelapanRibuRupiah), 

yang terdiriatas: 

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; 

b. Belanja Modal Bangunan Air; 

c. Belanja Modal Instalasi. 



(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakansebesarRp.46,703,800,000.00 

(EmpatPuluhEnamMiliarTujuhRatusTiga Juta DelapanRatusRibuRupiah). 

(3) Belanja Modal Bangunan Airsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufbdirencanakansebesarRp.8,598,770,000.00 (DelapanMiliar LimaRatus 

SembilanPuluhDelapan Juta TujuhRatusTujuhPuluhRibuRupiah). 

(4) Belanja Modal Instalasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesarRp.16,105,258,000.00 (EnamBelasMiliarSeratus 

Lima Juta DuaRatus LimaPuluhDelapanRibuRupiah). 

 

Pasal29 

(1) Belanja Modal AsetTetapLainnyasebagaimanadimaksuddalamPasal25ayat (1) 

hurufddirencanakansebesar Rp.699,101,100.00 (EnamRatus SembilanPuluh 

Sembilan Juta Seratus Satu RibuSeratusRupiah), yang terdiriatas: 

a. Belanja Modal BahanPerpustakaan; 

b. Belanja Modal BarangBercorakKesenian/Kebudayaan/Olahraga; 

c. Belanja Modal AsetTidakBerwujud. 

(2) Belanja Modal BahanPerpustakaansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakansebesarRp.3,400,000.00 (Tiga Juta EmpatRatusRibuRupiah). 

(3) Belanja Modal 

BarangBercorakKesenian/Kebudayaan/Olahragasebagaimanadimaksud pada 

ayat (1) hurufbdirencanakansebesarRp.245,701,100.00 (DuaRatusEmpatPuluh 

Lima Juta TujuhRatus Satu RibuSeratusRupiah). 

(4) Belanja Modal AsetTidakBerwujudsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufcdirencanakansebesarRp.450,000,000.00 (EmpatRatus LimaPuluh  

JutaRupiah). 

 

Pasal30 

BelanjaTidakTerdugasebagaimanadimaksuddalamPasal 13 

hurufcdirencanakansebesar Rp.2,000,000,000.00 (DuaMiliar Rupiah). 

 

Pasal31 

(1) Belanja Transfer sebagaimanadimaksuddalamPasal 13 huruf d 

direncanakansebesar Rp.120,309,806,600.00 

(SeratusDuaPuluhMiliarTigaRatus Sembilan Juta 

DelapanRatusEnamRibuEnamRatus Rupiah), yang terdiriatas: 

a. BelanjaBantuanKeuangan Daerah ProvinsiatauKabupaten/Kota 

kepadaDesa. 



(2) BelanjaBantuanKeuanganUmum Daerah ProvinsiatauKabupaten/Kota 

kepadaDesasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakansebesarRp. 120,309,806,600.00 

(SeratusDuaPuluhMiliarTigaRatus Sembilan Juta 

DelapanRatusEnamRibuEnamRatus Rupiah). 

 

Pasal32 

Anggaranpembiayaandaerahtahunanggaran 2022direncanakandefisitsebesar 

Rp.64.250.000.000,00 (EnamPuluhEmpatMiliarDuaRatus LimaPuluh Juta 

Rupiah), yang terdiriatas : 

a. Penerimaanpembiayaan; dan 

b. Pengeluaraanpembiayaan. 

 

Pasal33 

AnggaranpenerimaanpembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal32huruf a 

direncanakansebesarRp. 0,00 (NolRupiah), yang terdiriatas : 

a. Sisalebihperhitungananggarantahunanggaransebelumnya; 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualankekayaandaerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaanpinjamandaerah; 

e. Penerimaankembalipemberianpinjamandaerah; 

f. Penerimaanpembiayaanlainnyasesuaidenganketentuanperaturanperundan

g-undangan. 

 

Pasal34 

(1) AnggaranpengeluaranpembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal32huruf 

b direncanakansebesarRp. 64.250.000.000,00 

(EnamPuluhEmpatMiliarDuaRatus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiriatas : 

a. Penyertaan modal daerah; dan 

b. Pembayarancicilanpokok utang yang jatuh tempo. 

(2) Penyertaan modal daerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) 

hurufadirencanakansebesarRp. 250.000.000,00 (DuaRatus Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

(3) Pembayarancicilanpokok utang yang jatuh tempo sebagaimanadimaksud 

pada ayat (1) hurufbdirencanakansebesarRp. 64.000.000.000,00 

(EnamPuluhEmpatMiliarRupiah). 

Pasal35 



(1) Selisihantaraanggaranpendapatandaerahdengananggaranbelanjadaerahmeng

akibatkanterjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.64.250.000.000,00 

(EnamPuluhEmpatMiliarDuaRatus LimaPuluh Juta Rupiah). 

(2) Pembiayaannetto yang 

merupakanselisihpenerimaanpembiayaanterhadappengeluaranpembiayaandir

encanakansebesarRp.64.250.000.000,00 (EnamPuluhEmpatMiliarDuaRatus 

Lima Puluh Juta Rupiah). 

 

Pasal36 

Uraianlebihlanjutanggaranpendapatan dan 

belanjadaerahsebagaimanadimaksuddalampasal 2, tercantumdalam Lampiran 

yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiDeiyaiiniterdiridari : 

a. Lampiran I 

 

RingkasanPenjabaran APBD yang 

DiklasifikasiMenurutKelompok, Jenis, Obyek, 

RincianObyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II 

 

RingkasanPenjabaran APBD yang 

DiklasifikasiMenurutKelompok, Jenis, Obyek, 

RincianObyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III 

 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

BesaranHibah; 

 

d. Lampiran IV 

 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

BesaranBantuanSosial; 

e. Lampiran V 

 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

BesaranBantuanKeuanganbersifatumum dan 

bersifatkhusus; 

f. Lampiran VI 

 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaranbelanjabagihasil; 

g. Lampiran VII 

 

Rincian Dana 

OtonomiKhususMenurutUrusanPemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Obyek, dan RincianObyekPendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;S 

h. Lampiran VIII 

 

Rincian DBH-SDA PertambanganMinyakBumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan 

Gas BumiMenurutUrusanPemerintah Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Obyek, dan RincianObyekPendapatan, Belanja dan 



Pembiayaan; 

i. Lampiran IX SinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah 

PerbatasanDalamRancanganPerdatentang APBD dan 

RancanganPerkadatentangPenjabaran APBD dengan 

Program PrioritasPerbatasan Negara. 

 

Pasal37 

Lampiran sebagaimanatersebutdalamPasal 20merupakanbagian yang 

tidakterpisahkandariPeraturanBupatiini. 

 

Pasal38 

Pelaksanaanpenjabaran APBD yang 

ditetapkandalamperaturaninidituangkanlebihlanjutdalamdokumenpelaksanaana

nggaransatuankerjaperangkatdaerahsesuaidenganketentuanperundang-

undangan.. 

 

Pasal39 

PeraturanBupatiinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatidenganpenempatannyadalamberit

adaerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diundangkan di 

Pada Tanggal 

Waghete 

16 Februari2022 

Ditetapkan di Waghete 

Pada Tanggal 15 Februari 2022 

BUPATI DEIYAI 
 

 

 
 
ATENG EDOWAI, S.Pd.K, M.Pd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI 

 
 

 

 

YAN GIYAI, S.Sos, MT 
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